
112  

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

 

 
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan 

 pemasalahannya, cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2007.  
 

K. Wanjtik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memeroleh  
Kekuatan Hukum Yang Tetap. Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980. 

 

Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana 
 Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, Sinar  

 Grafika, Jakarta, 2010.    
 
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi 
Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2000. 

 
Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh 

 Upaya Hukum, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.  

 
Hibnu Nugroho, Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia, Badan 

 Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.   
 
Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di 

 Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.  
 

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT Citra Aditya 
 Bakti, Jakarta, 2020. 

 

Rena Zafania Ritonga & Vicariya Retnowati Boong, Keabsahan Alat Bukti 
Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Universitas Pelita 

Harapan, 2016. 
 
M. Yahya Harahap. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: 

 Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali, 
 Sinar Grafika, Jakarta, 2000. 

 
Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana, Alumni, Bandung, 2008. 
 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, Universitas Indonesia Press, 
 Jakarta, 2007. 



113  

 

 

 

Kartini Kartono & Marzuki. Metodologi Riset, UII Press, Yogyakarta, 1999. 
 

Djulaeka, dan Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penulisan Hukum, Scopindo 
 Media Pustaka, Surabaya, 2009.  

 

Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, Kencana Preneda Media Group, 
 Jakarta, 2013.  

 
Salim HS., Erlies S Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis 

 dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.  

 
Bachtiar, Metode Penulisan Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018. 

 
Soeparman, Parman. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan. Cet. 1, Refika 

Aditama, 2007. 

 
Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Citra Aditya 

Bakti, 2012.  

 

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. 

Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006.    
 

Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik . Djambatan, 1998.  

 

Soetarna, Hendar. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana. Alumni, 2011.  

 

Hiariej, Eddy O.S. Teori Dan Hukum Pembuktian. Erlangga, 2012.  
 

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2014.  
 

Siahaan, Monang. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Grasindo, 2016.  
 

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, 1983.  

 

Sofyan, Andi, and Abd Asis.Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta, 

2014.  
 
Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. CV. Citra Aditya Bakti, 

2007.  
 

 



114  

 

 

Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, 

1983.  
 

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: 
Edisi Kedua. Sinar Grafika, 2005.    

 

Efendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan 

Pembaharuannya di Indonesia. Setara Press, 2014.  
 

Print, Darwan. Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar). Yayasan LBH, 1989.  

Sasangka, Hari, and Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. 
Mandar Maju, 2003.  

 

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana. Alumni, 
2017.  

 

Samudra, Teguh. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Alumni, 2004.  

 

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Raja Grafindo Persada, 
2002.  

 

Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa Media, 2011.  

 

Bassar, Sudrajat. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. CV Remaja Rosda Karya, 
1986.  

 

Ali, Achmad. Yusril Versus Criminal Justice System. Pt. Umitoha Ukhuwah 

Grafika, 2010.  
 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penulisan Hukum. Universitas Indonesia Press, 

2007.  
 

Djulaeka, and Devi Rahayu. Buku Ajar: Metode Penulisan Hukum. Scopindo 
Media Pustaka, 2009. 

  

Marzuki, Peter Mahmud. Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Group, 
2013.  

 

Ibrahim, Johni. Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif. Cet. 3, 
Bayumedia Publishing, 2007.  

 

Salim, H.S., and Erlies S. Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan 

Tesis dan Disertasi. PT Raja Grafindo Persada, 2013.  
 



115  

 

 

Bachtiar. Metode Penulisan Hukum. Unpam Press, 2018. 

 
Widodo, Pajar. Menjadi Hakim Progresif. Fakultas Hukum Lampung, 2013 

 
Ansori Sabuan. Hukum Acara Pidana. Angkasa, 1990. 
 

Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Alumni, 2006. 
 

Erno Purwoleksono, Didik. Hukum Acara Pidana. Airlangga University Press, 
2015. 

 

Mertokusumo, Sudikno, dalam Soetarna, Hendar. Hukum Pembuktian Dalam 
Acara Pidana. Alumni, 2017. 

 
Sidabutar, Mangsa. Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh 

Upaya Hukum. RajaGrafindo Persada, 1999. 

 
Soedirjo, H. Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna. 

Melton Putra, 1986. 
 
Tahir, Hadari Djenawi. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 1986. 
 

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2007. 

 

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 

Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. 
 
Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 

2006. 
 

Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990. 
 
Didik Erno Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2015. 
 

Sidabutar, Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya 
Hukum, RajaGrafindo Persada, 1999. 

 

Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti Dan Makna, Melton 
Putra, Ed 1, Jakarta, 1986. 

 
R. Soeparno, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara 



116  

 

 

Pidana, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2016. 

 
Sudikno Mertokusumo dalam Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam 

Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2017. 
 

 

Jurnal /Skripsi/Tesis 

 

Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di 
Pengadilan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. XVII, No. 
2., 2012. 

 

Kartika, Shanti Dwi. “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara 

Keadilan Dan Kepastian Hukum.” Buletin Info Hukum Singkat Pusat 
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal 
DPR RI, vol. 6, no. 6, 2014. 

 

Hasan, Astuti. “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak 

Pidana Menurut KUHAP.” Lex Crimen, vol. 5, no. 2, 2016.  
  
Prasetyo, Eko Surya, et al. “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti 

Elektronik.” Jurnal Lentera Hukum, vol. 5, no. 2, 2018. 
 

Darmawan, Ristu. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap 
Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana. Naskah Tesis Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, 2012. 

 

Jeryawan, Ilham. "Analisis terhadap Efektivitas dan Efisiensi Alat Bukti 

Elektronik di Pengadilan." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, vol. 
5, no. 2, 2024. 

 

Isma, Nur L., and Arima Koyimatun. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 
Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam 

Pembuktian Tindak Pidana." Jurnal Penulisan Hukum Gadjah Mada, vol. 1, 
no. 2, 2014, pp. 109-116. 

 

Sativa, R. "Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana 
Pembunuhan." Jurnal Ilmu Kepolisian, vol. 15, no. 1, 2021, p. 11. 

https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.295. 
 
Wahyu, W., and Brata, T. A. "Penggunaan Scientific Evidence Dalam 

Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan." Wasaka Hukum: Jendela Informasi 
& Gagasan Hukum, vol. 10, no. 2337, 2022, pp. 34-49. 

 
Leonard, Jericho. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.295


117  

 

 

34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana. 

Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018. 
 

Hadari Djenawi Tahir, Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1982. 

 

Jericho Leonard, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana, 

Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018. 
 
Yumma Althaf Afanin, Analisis Yuridis Pasal 263 Ayat (2) Huruf A Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Keadaan Baru Sebagai 
Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung, Skripsi, 

Universitas Brawijaya, Malang, 2016. 
 
P. Hasibuan, Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di 

Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 
201/Pid.Sus/2018/Pn Simalungun), Jurnal Magister Hukum Universitas 

HKBP, Vol.1 No.1, 2020. 
 
Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika 
Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014. 

 
Isma, Nur L., dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi 

Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam 

Pembuktian Tindak Pidana, Jurnal Penulisan Hukum Gadjah Mada, Vol. 1, 
No. 2, 2014. 

 
Chihca Chairunnisa, 2022, Kepastian Hukum Atas Otentifikasi Bukti Elektronik 

Dalam Tindak Pidana Kesusilaan, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, 

Bandung: Universitas Pasundan. 
 

Wahyuni, Tri Ajeng, 2008 Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar 
Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Skripsi, Jakarta: Universitas 
Indonesia. 

 

Artikel dan Sumber online 

 
Universitas Medan Area. Mengenal Sengon dan Karta. Magister Ilmu Hukum 

Universitas Medan Area, 8 Des. 2020, https://mh.uma.ac.id/mengena l-

sengkon-dan-karta/.  

 

Tim Pengkaji Pusat Litbang. Problematika Penerimaan Peninjauan kembali dan 
Grasi dalam Penegakan Hukum. Puslitbang Kejagung RI, 2006  

https://mh.uma.ac.id/mengenal-sengkon-dan-karta/
https://mh.uma.ac.id/mengenal-sengkon-dan-karta/


118  

 

 

 

 
"8 Tahun Lalu Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Begini Kronologi Kasus 

Hingga Hasil Visum et Repertum." Tempo.co, 
https://www.tempo.co/hukum/8-tahun-lalu-pembunuhan-vina-dan-eky-di-
cirebon-begini-kronologi-kasus-hingga-hasil-visum-et-repertum-15259. 

Accessed 19 Dec. 2024. 
 

"Ini 10 Novum yang Diajukan Saka Tatal dalam Sidang PK Pembunuhan Vina 
dan Eky." Tempo.co, https://www.tempo.co/hukum/ini-10-novum-yang-
diajukan-saka-tatal-dalam-sidang-pk-pembunuhan-vina-dan-eky-35897. 

Accessed 19 Dec. 2024. 
 

"Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Apakah Masih Berlaku?" Hukumku, 
https://www.hukumku.id/post/masa-berlaku-status-dpo. Accessed 20 Dec. 
2024. 

 
Jefferson H, Nael Yehezkiel, S.H., Mempertanyakan Bukti Elektronik Sebagai 

Alat Bukti dalam Kasus Pidana (2024), diakses pada 08 Februari 2025 
 
KompasTV, Psikolog Forensik Jelaskan Pentingnya Rekonstruksi: Ingatan 

Tersangka Rentan Terdistorsi, diakses pada 07 Februari 2025 
 

Tempo, Ini 10 Novum yang Diajukan Saka Tatal dalam Sidang PK Pembunuhan 
Vina dan Eky, diakses pada 19 Desember 2024 

 

Galuh Widya W, Hasil Visum Jasad Eky dan Vina Cirebon, Kuasa Hukum: Itu 
Tidak Bisa Jadi Bukti Penahanan Pegi, diakses 11 Februari 2025 

 
Eki Yulianti, Foto Baut Berdaging Menjadi Bukti Baru PK Para Terpidana 

Kasus Saka Vina, Terungkap Berkat Film Vina, 2024, 

https://jabar.tribunnews.com/2024/07/17/foto-baut-berdaging-jadi-bukti-
baru-pk-para-terpidana-kasus-vina-terungkap-berkat- film-vina, diakses pada 

15 Maret 2025 
 

Peraturan Perundang-undangan  

 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

https://www.tempo.co/hukum/8-tahun-lalu-pembunuhan-vina-dan-eky-di-cirebon-begini-kronologi-kasus-hingga-hasil-visum-et-repertum-15259
https://www.tempo.co/hukum/8-tahun-lalu-pembunuhan-vina-dan-eky-di-cirebon-begini-kronologi-kasus-hingga-hasil-visum-et-repertum-15259
https://www.tempo.co/hukum/ini-10-novum-yang-diajukan-saka-tatal-dalam-sidang-pk-pembunuhan-vina-dan-eky-35897
https://www.tempo.co/hukum/ini-10-novum-yang-diajukan-saka-tatal-dalam-sidang-pk-pembunuhan-vina-dan-eky-35897
https://www.hukumku.id/post/masa-berlaku-status-dpo
https://jabar.tribunnews.com/2024/07/17/foto-baut-berdaging-jadi-bukti-baru-pk-para-terpidana-kasus-vina-terungkap-berkat-film-vina
https://jabar.tribunnews.com/2024/07/17/foto-baut-berdaging-jadi-bukti-baru-pk-para-terpidana-kasus-vina-terungkap-berkat-film-vina

	BAGIAN DEPAN SAMPE ABSTRAK tambah watermark.pdf (p.1-10)
	SKRIPSI Tambah Watermark.pdf (p.11-131)

